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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat
sebagai Anggota Komisi-lll Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode
2014-2019 dan ketika menjabat sebagai Anggota DPR RI, Pemohon pernah diadili atas
dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU
Tipikor yang memuat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya” yang menurut Pemohon merupakan suatu
ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat
dasar dan asas dalam hukum pidana maupun bertentangan dengan norma dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa
“‘yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang
diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11
UU Tipikor terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat
bahwa Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin
dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon dirugikan dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 11 UU
Tipikor. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat
(causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.



Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional
seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa tindak pidana korupsi
merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia,
melainkan hampir semua bangsa di dunia sehingga masyarakat dunia menaruh ekspektasi
yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati
perbuatan korupsi telah melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai
representasi dari rakyat ingin diatasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat
desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk
memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam
delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (social order), namun
juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara
terstruktur, sistematis dan massif (social engineering). Oleh karenanya, dalam memahami
norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum
pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya as a tool of social order, maupun as a tool of
social engineering. Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat
aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari,
sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang a quo dengan cara
memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana
korupsi.

Kemudian sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, Mahkamah
berpendapat bahwa sasaran utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana
diatur dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal demikian
dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-
bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-
hari secara profesional dan berkualitas. Oleh karenanya setiap pejabat publik,
penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan setiap orang yang menjalankan fungsi
publik, harus menjaga sikap dan perilaku/tindakan secara ekstra hati-hati. Termasuk dalam
menerima pemberian suatu barang dalam bentuk apapun, karena sebagai pejabat publik
dan penyelenggara negara terdapat takaran etis yang mengatur dan membatasi hak yang
bersangkutan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Terhadap bentuk pembatasan hak yang
demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang
menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual
sekaligus sosial.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan frasa “yang menurut pikiran
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“ dalam
Pasal 11 UU Tipikor bertentangan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma tersebut memiliki
substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum
pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas seseorang
hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan
perundang-undangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan,
rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan
harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur
dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan yang memuat unsur-unsur sebagai
berikut: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (i) menerima hadiah atau janji; dan
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(iif) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Sehingga unsur utama yang merupakan objek norma (norm-gedrag) dalam pasal a quo
adalah “menerima hadiah atau janji”, sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah
satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang
diminta atau dilarang untuk dilakukan.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan frasa “yang menurut pikiran
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam
Pasal 11 UU Tipikor menurut Pemohon menyebabkan seseorang dapat dihukum karena
pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa rumusan pasal a quo
harus dipahami dalam kerangka politik hukum UU Tipikor yang menghendaki adanya
keseimbangan antara hak individu dan sosial serta bertujuan untuk menekan kejahatan
korupsi agar tidak massif, lintas-sektor, dan sistematis. Dalam kondisi demikian, titik berat
frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor adalah untuk memperluas
jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk
menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta
norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna
mencapai kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan frasa “yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11
UU Tipikor telah menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, karena menurut Pemohon
tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan
atau membuktikan mengenai apa yang dipikirkan orang lain sehingga hal demikian
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat rumusan norma Pasal 11 UU Tipikor yang dalam unsur kondisinya
memuat “padahal diketahui atau patut diduga” adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu
pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat memperkirakan kemungkinan-
kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam
suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa
akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat
menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, in casu pemberian hadiah atau janji, yang
pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat jabatan
yang sedang diembannya. Sehingga pasal a quo sama sekali tidak menghalangi pemenuhan
atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (due
process of law). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk didengar
keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan
bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat persoalan
konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 11 UU Tipikor, sehingga
menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



